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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan

ng dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PP nomor 23 adalah upaya nyata Pemerintah dalam mendongkrak
penerimaan pajak dari sektor UMKM. Tidak seperti peraturan yang
sebelumnya, peraturan ini memberi kebebasan bagi Wajib Pajak UMKM
untuk memilih apakah dikenai tarif sesuai PP nomor 23 atau dikenai tarif
Pasal 17 Undang-Undang Perpajakan. PP nomor 23 juga mempunyai batasan
waktu bagi penggunanya, hal ini untuk mendorong UMKM mengembangkan
usahanya, dan karena PP nomor 23 memiliki batasan waktu, dapat mencegah
praktek curang pelaku UMKM yang sengaja mengecilkan omset usaha demi
mendapatkan tarif pajak yang lebihrendah.

Pada analisa efektifitas penerimaan PPh final; perbandingan antara target dan
realisasi pencapaian, efektifitas penerimaan tercatat 82,97% pada tahun 2018
sedangkan pada tahun 2019 sebesar 88,41%. Adanya pertumbuhan
penerimaan PPh final sebesar 6,55% pada tahun 2019 dirasa kurang
signifikan. Pemerintah terus melakukan berbagai cara pendekatan untuk
menumbuhkan kesadaran pajak khususnya bagi UMKM.

Kontribusi penerimaan pajak UMKM hanya sebesar 7% dari PPh final.
Pada tahun 2018 Januari — Juli, bulan Juli — Desember 2018 adalah 4,08%.

Kepatuhan yang rendah dan kurang sosialisasi membuat masih banyak
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pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP
Pratama Tegalsari.

Meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat, namun hal itu tidak berbanding
lurus dengan jumlah penerimaan pajak UMKM. Dalam analisa timgkat
pertumbuhan penerimaan pajak UMKM, tercatat penurunan penerimaan
pajak pada Tabel 4.3 poin 3, bahkan jika dibandingkan tahun 2018,
penerimaan pajak UMKM turun mencapai 55,72% pada tahun 2018 periode
bulan Juli — Desember. Hal ini dikarenakan penurunan tarif pajak yang
mencapai setengah dari tarif semula, akan berdampak langsung pada
penerimaan pajak terutama penerimaan tahun 2018 saat pengalihan
peraturan.

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terbukti menarik minat Wajib
Pajak, namun belum cukup kuat untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak
agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Merujuk pada Tabel 4.3 poin 3
diibandingkan periode tahun 2018 Juli - Desember, hanya tercatat kenaikan
sebesar 0,09% pada penerimaan pajak UMKM periode 2019 Januari - Juni di
KPP Tegalsari.

Pada analisa tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM (Tabel 4.3 poin 4,)
Wajib Pajak merespon baik keputusan Pemerintah untuk menurunkan tarif
pajak UMKM sebesar 0,5%. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang
tercatat memanfaatkan fasilitas PP nomor 23 meningkat dibandingkan jumlah
Wajib Pajak terdaftar saat PP nomor 46 masih berlaku. Secara YOY (Year on

Year) tercatat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM sebesar 5,7% .
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g Peraturan Pemerintah nomor 23 seperti dua sisi mata uang. Satu sisi dapat
mendongkrak minat Wajib Pajak dalam mendaftarkan usahanya, di sisi lain
dalam jangka pendek, pemberian insentif pajak akan menurunkan tingkat

penerimaan pajak dari sektor UMKM.

N

Saran
Berdasarkan hasil analisa perubahan PP No 46 tahun 2013 menjadi PP No

hun 2018 atas penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, terdapat

g beglaku.

rapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

Co)

Diharapkan Pemerintah dapat lebih meningkatkan sosialisasi Peraturan
Pemerintah Nomor 23 ini, karena meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat,
namun peningkatan tersebut dirasa belum maksimal. Realisasi penerimaan
dari Wajib Pajak UMKM yang ada belum mampu memenuhi target
penerimaan pajak.

Untuk Fiskus terutama dari pihak KPP Pratama, diharapkan untuk dapat

memberi pendampingan khusus dan berkelanjutan kepada Wajib Pajak

dituntut sesuai dengan undang-undang y.

UMKM terutama dalam hal tata cara pelaporan pajak.
Penelitian ini menggunakan data dari Wajib Pajak UMKM yang mendaftar

dan menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Tegalsari, sementara masih

untuk keperluan pendididan dan penelitian. Segala bventugpelawgaran/phgiasi akan
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banyak Wajib Pajak UMKM yang hanya sebatas mendaftar sebagai Wajib

Pajak UMKM, namun belum juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi

Fiskus, diharapkan dapat menjangkau sebanyak-banyaknya Wajib Pajak

UMKM tersebut sehingga semakin mengoptimalkan penerimaan pajak.
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Diharapkan Pemerintah dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari
peraturan ini, sehingga dapat menjadi kebijakan yang lebih baik dari
sebelumnya, mengingat pelaku usaha mikro kecil menengah mengeluhkan
perhitungan pajak berdasarkan omset yang mengharuskan Wajib Pajak
melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam keadaan usaha apapun,
termasuk dalam keadaan rugi.

Untuk peneiltian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji dampak peraturan
ini dengan cara yang lebih mendalam dan terperinci, mengingat periode data
yang diambil dalam penelitian ini cukup singkat, yaitu hanya satu tahun
setelah peraturan diberlakukan.

Wajib Pajak yang sudah mampu melaksanakan pelaporan keuangan sangat
mungkin untuk beralih menggunakan skema normal, meskipun secara kriteria
termasuk dalam usahawan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8
milyar. Demikian juga bagi Wajib Pajak yang telah sampai pada akhir masa
manfaat PP nomor 23, akan menggunakan tarif normal Pasal 17. Berdasarkan
fenomena diatas, penelitian ini sangat mungkin dikembangkan menjadi
sebuah penelitian baru yang menganalisa perubahan tersebut.

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai tambahan bahan
masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat terkait penerapan

Peraturan Pemerintah serupa.
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